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Abstract. Strengthening the village economy through funds made by the government to improve the welfare of the village
community. Priority utilization of village funds can be done by establishing and developing Village-Owned Enterprises
(Bumdes). Based on the activity plan, the output target produced after the activity is to increase the understanding of the village
community and village officials in Bangkala District, Jeneponto Regency, in relation to the BUMDes, it is also expected that
each village has and can run and develop the Village Owned Enterprises.After being given training shows that participants have
understood the importance of BUMDes, the types of businesses that can be managed by the village, problems that are often
encountered and the solution, to how to manage BUMDes.Based on the results of the dedication, the advice given is that it needs
to be followed up, that is to start establishing or developing BUMDes. Therefore, synergy is needed from village officials, village
facilitators, regional officials or NGO activists to jointly manage BUMDes.
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I. PENDAHULUAN
Ketidakseimbangan pembangunan di kota dan desa,
berakibat buruk terhadap sosial ekonomi masyarakat.
Pembangunan di kota yang cenderung lebih cepat
dibandingkan di desa, menarik penduduk desa untuk
melakukan urbanisasi, sehingga diperkotaan akan meng-
alami kelonjakan penduduk yang semakin tinggi.
Sebaliknya, kondisi di desa makin sepi karena ditinggal-
kan warganya,, yanga tersisa hanyalah penduduk yang
bertumpu pada sektor pertanian, dikelola dengan sistem
tradisional serta bergantung pada musim dan kondisi
lahan.
Pada tahun 2017, persentase kemiskinan di pedesaan
mencapai 13,96 persen atau hampir dua kali lipat
persentase penduduk miskin di kota yang sebesar 7,7
persen, (Hakim, 2017). Menyadari hal tersebut,
pemerintah berupaya keras untuk menekan kesenjangan
di desa agar kualitas kesejahteraannya dapat setara
dengan kota.
Penguatan ekonomi desa melalui pengembangan
dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Undang-Undang Desa yang diperjelas melalui Peraturan
Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2015, menegaskan salah prioritas pemanfaatan dana
desa yaitu dengan mendirikan dan mengembangkan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BUMDes merupakan wadah usaha desa yang
memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan
kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masya-
rakat untuk mengembangkan aset-aset lokal dalam
memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan
ekonomi masyarakat dan desa. Berdasarkan rencana
kegiatan, maka target luaran yang dihasilkan setelah
kegiatan yaitu peningkatan pemahaman masyarakat
desa dan aparat desa di Kecamatan Bangkala Kabupaten
Jeneponto terkait dengan adanya BUMDes, selain itu,
diharapkan pula setiap desa memiliki dan dapat
menjalankan serta mengembangkan Badan Usaha Milik
Desa.
Program ini bertujuan memberikan pelatihan
pengelolaan BUMDes kepada masyarakat desa di
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Berdasar-
kan rencana kegiatan, maka target luaran yang dihasil-
kan setelah kegiatan yaitu: memahami pentingnya
BUMDes, jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh
desa, permasalahan yang sering ditemui dan solusinya,
hingga cara pengelolaan BUMDes.
Beberapa permasalahan yang seringkali muncul
dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yang
menyebabkan sulit untuk mencapai tujuan dari
BUMDes itu sendiri diantaranya: 1) Penataan
kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal
sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam
format kepemerintahan dan perekonomian desa. 2)
Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa
untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang
akuntabel dan berkinerja baik. 3) Rendahnya inisiatif
lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi
peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga
desa. 4) Belum berkembangnya proses konsolidasi dan
kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan
BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan
memajukan ekonomi kerakyatan. 5). Kurangnya respon-
sivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai
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program unggulan untuk memberdayakan desa dan
kesejahteraan masyarakat.
II. METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan permasalahan yang dihadai oleh mitra
tersebut, maka solusi yang tepat yaitu menggunakan
metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan
mengenai BUMDes. Adapun rencana kegiatan yang
akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai
berikut.
A. Ceramah dan Sosialisasi
Langkah awal dalam kegiatan Workshop ini adalah:
1. Kegiatan Workshop pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa didahului oleh orientasi peserta Workshop dan
Pre Test, kemudian memberikan ceramah mengenai
Badan Usaha Milik Desa dan pentingnya Badan
Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat Desa.
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No 39 tahun 2010 tentang Badan
Usaha Milik Desa.
B. Pelatihan dan Pendampingan
Melakukan Pelatihan dan Pendampingan kepada
Aparat desa dan Masyarakatdalam pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa.
C. Evaluasi
Bentuk evaluasi kegiatan Workshop pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa adalah dengan memberikan
Post test kepada peserta mengenai pendampingan sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
D. Luaran
Luaran yan dicapai dari kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman masya-
rakat desa dan aparat desa di Kecamatan Bangkala
Kabupaten Jeneponto terkait dengan adanya BUMDes
juga diharapkan masyarakatmemahami pentingnya
BUMDes, jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh
desa, permasalahan yang sering ditemui dan solusinya,
hingga cara pengelolaan BUMDes, sehingga setiap desa
memiliki dan dapat menjalankan serta mengembangkan
Badan Usaha Milik Desa.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
keberlangsungannya selain memberikan keuntungan
bagi Pendapatan Anggaran Desa (PADes) juga memberi
keuntungan bagi para pelaku usaha, yang secara tidak
langsung dapat memberi kontribusi dalam menguatkan
perekonomian desa.
Pada pelaksanaan pengabdian yang dilakukan
selama dua hari yaitu pada tanggal 2 sd 3 Juli 2019 di
Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan
tema penguatan ekonomi desa melalui BUMDes,
dikatakan berhasil meningkatkan pemahaman masya-
rakat tentang pentingnya peran BUMDes bagi peguatan
ekonomi desa.
Tingginya partisipasi dan antusiasnya masyarakat
selama mengikuti kegiatan tersebut, juga memberikan
pengetahuan baru pagi pelaksana pengabdian mengenai
hambatan-hambatan pelaksanaan BUMDes di
Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
Dari hasil dikusi selama kegiatan tersebut, dapat
diketahui bahwa dari 11 desa yang ada di Kacamatan
Bangkala, Kabupaten Jeneponto, hanya 6 desa yang
sudah mulai menjalankan BUMDes. Ketersediaan
modal bukanlah menjadi suatu jaminan keberhasilan
pengelolaan BUMDes, akan tetapi yang perlu diperhati-
kan adalah kapasitas sumber daya manusia.
Penguatan ekonomi bukan hanya berbicara tentang
sumber daya apa yang akan dikelola oleh BUMDes
melainkan juga memperhitungkan tentang profit yang
diterima desa. Sehingga dalam pengelolaan BUMDes
membutuhkan anggota yang memiliki keahlian dan
keterampilan untuk mengelola sumbet daya yang ada di
desa menjadi sesuatu yang memilki nilai jual yang
tinggi.
Tertutupnya akses bagi pemerintah dalam
pengelolaan BUMDes juga menjadi salah satu kendala
dalam penguatan ekonomi desa di Kecamatan Bangkala
Kabupaten Jeneponto. Minimnya pengalaman kepala
desa dan anggota BUMDes tentu memerlukan campur
tangan pemerintah untuk memberikan pelatihan dan
pengetahuan tentang bidang-bidang apa yang menjadi
potensi usaha mereka.
Melalui kegiatan pengabdian ini, kepala desa,
anggota BUMDes dan pengusaha di desa semakin
antusias untuk mempelajari mengenai pengelolaan
BUMDes yang baik demi menguatkan ekonomi di desa
meraka.
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Berdasarkan hasil pelatihan dari masalah yang
diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Secara keseluruhan, peserta pelatihan telah
mengetahui Manfaat BUMDes, jenis-jenis usaha
yang dapat dikelola oleh desa, permasalahan yang
sering ditemui dan solusinya, hingga cara
pengelolaan BUMDes.
2. Secara khusus, peserta memiliki motivasi dan
semangat untuk membuat dan mengembangkan
BUMDes sesuai dengan potensi yang dimiliki desa
masing-masing.
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